PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
Website : http://www.kalselprov.go.id

BANJARBARU

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
NOMOR 4%/ PPID / 2024
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam
memperoleh dan mengakses informasi publik milik Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan yang bersifat terbuka, perlu menetapkan
Daftar Informasi Publik Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf ¢ Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik, Badan Publik berkewajiban untuk menetapkan
dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID).

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);



10.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 191),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1190);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741),



Menetapkan

KESATU

KEDUA

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun
2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selaan Tahun
2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 88);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor
87);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Biro tentang Daftar Informasi Publik Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Biro ini

Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU
menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) di Lingkungan Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan
informasi publik.



KETIGA © Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala
Biro ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal . 30 September 2024

KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA

Dr. RAHMADDIN MY, A. Ks, M.Si

Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

A. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 4%\6 / PPID / 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO
PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

Pejabat Penanggung Waktu Bentuk Jangka Jenis
) : ! : yang Jawab Pembuatan | Informasi Waktu Media yang
o Judul infonsme) Simhnenst Inl Infornmant Menguasai | Pembuatan | /Penerbitan yang Penyimpan Memuat
Informasi Informasi Informasi Tersedia an Informasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Informasi tentang Profil Badan Publik
a. | Kedudukan/domisili Berisi tentang kedudukan, Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
beserta alamat lengkap domisili, alamat lengkap Biro Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
PBJ Setda Prov. Kalsel Kalsel Kalsel
b. | Visi & Misi Berisi tentang informasi Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
mengenai Visi & Misi Biro PBJ Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Setda Prov. Kalsel Kalsel Kalsel
c. | Tugas & Fungsi Memuat Informasi berkaitan Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
tugas dan fungsi Biro PBJ Setda | Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Prov. Kalsel Kalsel Kalsel




diaudit

Struktur Organisasi, Memuat struktur organisasi Biro | Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Tugas, Wewenang & PBJ Setda Prov. Kalsel Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Fungsi Kalsel Kalsel
LHKPN Menyajikan hasil pemeriksaan Komisi Komisi Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
LHKPN Kepala Biro PBJ Setda | Pemberanta | Pemberantas dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Prov. Kalsel san Korupsi | an Korupsi Kalsel
(KPK) (KPK)
. Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan
Nama program & kegiatan | Mengurai program dan kegiatan | Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Biro PBJ Setda Prov. Kalsel Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Kalsel Kalsel
Penanggungjawab, Memuat para penanggung Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
pelaksanaan program dan | jawab dan pelaksana program Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
kegiatan dan kegiatan Biro PBJ Setda Kalsel Kalsel
Prov. Kalsel
Target dan/atau capaian Memuat para target dan capaian | Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
program dan kegiatan program dan kegiatan Biro PBJ | Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Setda Prov. Kalsel Kalsel Kalsel
Jadwal Pelaksanaan Memuat Jadwal Pelaksanaan Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Biro PBJ | Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Setda Prov. Kasel Kalsel Kalsel
Agenda Pelaksanaan Menyajikan Agenda Kegiatan Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Tugas Badan Publik 2024 | Biro PBJ Setda Prov. Kalsel Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Kalsel Kalsel
. Laporan Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Memuat Laporan Akuntabilitas Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Kinerja Tahun 2023 Kinerja Biro PBJ Setda Prov. Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Kalsel Tahun 2023 Kalsel Kalsel
. Ringkasan Laporan Keuangan
Neraca 2023 Memuat Neraca Keuangan Biro | Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
PBJ Setda Prov. Kalsel Tahun Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
2023 yang telah diaudit Kalsel Kalsel
CALK 2023 Memuat Catatan Atas Laporan Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Keuangan Biro PBJ Setda Prov. | Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Kalsel Tahun 2023 yang telah Kalsel Kalsel




c. | Laporan Realisasi 2023 Memuat Realisasi Anggaran Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Biro PBJ Setda Prov. Kalsel Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Tahun 2023 yang telah diaudit Kalsel Kalsel
d. | Asset Biro PBJ Setda Memuat Asset yang dimiliki Biro | Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Prov. Kalsel PBJ Setda Prov. Kalsel Tahun Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
2023 yang telah diaudit Kalsel Kalsel
e. | Informasi Rencana Kerja Informasi tentang RKA 2024 Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
dan Anggaran 2024 Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
Kalsel Kalsel
5. Informasi Tata Cara Permohonan Informasi Publik
a. | Informasi Permohonan Memuat alur permohonan, Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Informasi Publik syarat permohonan dan Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
pengajuan keberatan Kalsel Kalsel
6. Informasi Tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik
a. | Tata cara pengaduan Memuat informas terkait dengan | Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
penyalahgunaan tata cara pengaduan Setda Setda Kalsel dan Softcopy | berlaku Biro PBJ
wewenang pejabat Biro Kalsel Kalsel
PBJ Setda Prov. Kalsel
7. Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa
a. | Rencana Umum Menyajikan Informasi Rencana | Biro PBJ PA/KPA dan | Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Pengadaan Barang & Jasa | Umum Pengadaan di Setda PPK dan Softcopy | berlaku SiRUP dan
Tahun 2024 Lingkungan Provinsi Kalimantan | Kalsel dan SIMANTEV
Selatan LKPP
b. | Pengumuman Memuat pengumuman Biro PBJ PPK dan Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Tender/Seleksi dan Non pelaksanaan pemilihan Setda Pokja dan Softcopy | berlaku SPSE dan
Tender (Penunjukan penyedia melalui tender/seleksi | Kalsel dan | Pemilihan/ SIMANTEV
Langsung/Pengadaan dan non tender (Penunjukan LKPP Pejabat
Langsung) langsung/Pengadaan langsung) Pengadaan
c. | Rekap dan laporan data Memuat rekap dan laporan data | Biro PBJ PA/KPA, PPK | Tahun 2024 | Softcopy Selama Website
paket pengadaan barang | paket pengadaan barang dan Setda dan Pokja berlaku SIMANTEV
dan jasa di provinsi jasa melalui Aplikasi SiRUP, Kalsel dan | Pemilihan/
kalimantan selatan tahun | SPSE, Katalog Elektronik dan LKPP Pejabat
2023 dan 2024 Toko Daring di Provinsi Pengadaan

Kalimantan Selatan




B. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

Pejabat Penanggung Waktu Bentuk Jangka Jenis
. . . : an Jawab Pembuatan | Informasi Waktu Media yang
"o i ninasl Ringkasan isi Informasi Meyrgugsai Pembuatan | /Penerbitan yang Penyimpan Memuat
Informasi Informasi Informasi Tersedia an Informasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
a. | Informasi kesiapsiagaan Memuat Informasi BPBD Prov. | BPBD Prov. | Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
menghadapi bencana kesiapsiagaan menghadapi Kalsel Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
bencana yang diterbitkan oleh Kalsel
BPBD Prov. Kalsel mencakup
siap siaga menghadapi banjir,
longsor, putting beliung,
karhutla, kebakaran
pemukiman, kekeringan, covid-
19 serta Nomor penting
C. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
Pejabat Penanggung Waktu Bentuk Jangka Jenis
. . . ¢ an Jawab Pembuatan | Informasi Waktu Media yang
s il o Ringknsan ial informasl Mexgugsai Pembuatan | /Penerbitan yang Penyimpan Memuat
Informasi Informasi Informasi Tersedia an Informasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Daftar Informasi Publik
a. | Daftar Informasi Publik Berisi tentang informasi publik Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Biro PBJ Setda Prov. yang tersedia secara berkala, Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
Kalsel Tahun 2024 serta merta dan tersedia setiap | Kalsel Kalsel
saat pada Biro PBJ Setda Prov.
Kalsel
2. Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan/atau Kebijakan Badan Publik
a. | Dokumen peraturan Memuat dokumen peraturan, Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
keputusan, dan/atau keputusan,dan/atau kebijakan Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
kebijakan terkait yang telah ditetapkan/disahkan | Kalsel Kalsel

Pengadaan Barang dan
Jasa yang telah ditetapkan

terkait bidang pengadaan
barang dan jasa




b. | Dokumen Pengadaan
Barang

3. Informasi lengkap yang waiji

b disediakan dan diumumkan

a. | Dokumen Pendukung Dokumen/Naskah pendukung Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Informasi Wajib Berkala informasi-informasi wajib Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
berkala yang meliputi LHKPN, Kalsel Kalsel
Laporan Keuangan, Program
dan Kegiatan, Profil Biro
Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Prov. Kalsel dan lain-lain
yang menjadi bagian dari
informasi waijib berkala
4. Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian, dan keuangan
a. | Informasi mengenai Mengenai : 1) pedoman Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
pengelolaan organisasi, pengelolaan organisasi; 2) Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
administrasi, personal dan | pedoman pengelolaan Kalsel Kalsel
keuangan administrasi; 3) pedoman
personal, dan; 4) pedoman
keuangan
b. | Informasi profil pimpinan Memuat : 1) nama; 2) sejarah Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
dan pegawai karir dan posisi; 3) sejarah Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
pendidikan; dan 4) penghargaan | Kalsel Kalsel
c. | Informasi mengenai Dokumen anggaran dan laporan | Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
anggaran secara umum keuangan secara umum tahun Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
dan laporan keuangan 2023 dan 2024 Kalsel Kalsel
Biro PBJ Setda Prov.
Kalsel
d. | Dokumen Laporan Memuat: 1)laporan realisasi Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Keuangan Biro PBJ Setda | anggaran; 2)neraca keuangan; | Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
Prov. Kalsel tahun 2023 3)laporan arus kas dan catatan | Kalsel Kalsel

yang telah diaudit

laporan keuangan, dan;
4)Penjabaran Realisasi
Anggaran




e. | Laporan tentang data Memuat dokumen data asset Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
asset tahun 2023 Biro PBJ Setda Prov. Kalsel Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
tahun 2023 Kalsel Kalsel
5. Informasi tentang Rencana Strategis
a. | Dokumen rencana Memuat dokumen rencana Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
strategis strategis Biro PBJ Setda Prov. Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
Kalsel Tahun 2021-2026 Kalsel Kalsel
6. Informasi tentang Pedoman Pelayanan Publik
a. | Informasi tentang prosedur | Memuat dokumen yang Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
kerja pegawai Biro PBJ menyebutkan jenis layanan Biro | Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
Setda Prov. Kalsel PBJ Setda Prov. Kalsel berikut Kalsel Kalsel
dokumen SOP pegawai Biro
PBJ Setda Prov. Kalsel untuk
setiap jenis pelayanan umum
b. | Pedoman pelayanan Memuat : 1)Informasi mengenai | Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
informasi publik tata cara memperoleh informasi | Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
public; 2)Tata cara mengajukan | Kalsel Kalsel
keberatan atas permohonan
informasi publik; 3)Tata cara
Upaya atas tidak ditanggapinya/
tidak puasnya jawaban
keberatan terhadap
permohonan informasi publik;
4)Tata cara penguijian
konsekuensi; 5)Standar biaya
penggandaan informasi public,
dan: 6)Akses komunikasi
pelayanan informasi publik
7. Informasi mengenai laporan pelayanan informasi publik Badan Publik
a. | Informasi mengenai Memuat: 1)Sarana dan Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
kegiatan pelayanan prasarana layanan informasi Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
informasi publik publik yang dimiliki beserta Kalsel Kalsel

kondisinya; 2)Sumber daya
manusia yang menangani
layanan informasi publik beserta




kualifikasinya; 3)Anggaran
layanan informasi public;
4)Laporan penggunaan
anggaran

Informasi Laporan Kinerja | Adalah tentang Laporan Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
Biro PBJ Setda Prov. Akuntabilitas Kinerja Biro PBJ Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
Kalsel Setda Prov. Kalsel yang Kalsel Kalsel

memuat:

1)rencana dan capaian kinerja

Biro PBJ Setda Prov. Kalsel;

2)dukungan SDM serta;

3)realisasi anggaran
Informasi tentang rencana | Memuat dokumen Rencana Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
startegis dan rencana Strategis dan Rencana Kerja Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
kerja yang berlaku Kalsel Kalsel
Laporan pelanggaran yang | Memuat: 1)Jumlah pelanggaran; | Biro PBJ Biro PBJ Tahun 2024 | Hardcopy Selama Website
dilaporkan oleh 2)Jenis pelanggaran; Setda Setda Kalsel dan Softcopy | Berlaku Biro PBJ
masyarakat 3)Gambaran umum; Kalsel Kalsel

4)Penindakan atas pelanggaran

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Dr. RAHMADDIN MY, A. Ks, MSi

NIP. 19740310 199903 1 005




